
a bahwa dalam rangka menlngkatkan pertumbuhan usana 

ekonomi masyarakal, perlu didukung dengan pemberdayaen 

Usaha Mikro, Kecll dan Menengah (UMKM) seeara 

berkesinambungan agar mampu mengembang,can usaha, 

meningkatkan pendapatan. menciptakan lapangan kerja baru 

dan mengurangi angka kemiskinan; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kool, dan Menengah, 

Pemenntah dan Pemerlntah Daerah menyediakan pembiayaan 

bagi Usaha Mikro dan Kecil; 

c. banwa untuk mendUkung pembtayaan usana Mikro dan Kecll 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah 
perlu menyediakan dana pinjaman bergulir sebagai mocal 
pengembangan usaha; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir 

Kabupaten Banyumas: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Oalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah: 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lenbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor "4389); 

Mengingat 

Menimbang 

PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR1 tiI AHUN 2009 

TENT ANG 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan t<euangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenting Laporan 
Keuangan dan Kine~a lnstansl Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik lrdonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 

5. Undong Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha MJcro. 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republi< Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repub'ik 

inoonesta Nomor 4866); 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelo1aan 
Keuangan Sadan Layanan Uml.lTl (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Nomor 4502), 

7. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Ta'nun 2005 Standar Akulansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Repl.t>lik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lemberen Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Rebublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tombahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerinteh Pusat dengan Pemerintah 
Oaerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 

Nomor 4438); 
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Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan . 
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adatan Bupatl dan Perangkat Oaerah sebagal unsur 

penyeleng!J!ra Pemerintahan Daerah. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

PERA TURAN DAERAH TENT ANG PENGELOLAAN DANA 
f'INJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI BANYUMAS 

dan 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Dengan Persewjuan Bersama 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 20C8 
lentang urusan Pemerintahan Yang Men;adl Kewenangan 
Pemerintahan Oeereh Kebupeten Banyumas (Lembaran 
Daerah Kabupalen Banyumas Tahun 2008 Nomor 5, Seri E); 

10. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahen Antll!a Pemerintah, 

Pemenntah Oaerah Prollinsi, dan Pemerintah Oaerah 

KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi..n 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Namer 39 Tahun 2007 lentang 
Pengelolaan Uang Negara/Oaerah (Lembaran Negara 
Republlk lndores,a Tahlm 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 lentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebartuasan Peraturan 
Perundang·undangan; 

3



e. Usaha Mikro edalah useha produktlf millk orang perorangan dan/otou badan usaha 

perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tldak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 

hasil penualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tJga ratus juta rupiah). 

9. Usaha Kecil adalah usaha ekoncmi produktif y.ing berdlri sendiri yang dilaku(an 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dlmlllkl. dikuasal, alau mefiadi 

bagian baik langsung rnaupun lidak tangsung darl usaha menengah atau usaha 

besar yang memlliki kekayean bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (limo puluh juta 

rupiah) sampal dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

tidal<. termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil pen,ualan 

tabunan lebih darl Rp. 300.000.000.00 (Tga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua mtlyar urna ratus JUta rupiah). 

1 O. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri send1ri yang 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bU<an merupakan 

anak perusanaan atau cabang perusahaan yang dimili<i, dikuasai, atau men1ad1 

bagian balk langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecll atau usaha besar 

dengan Jurnlah kekayaan bersih ieblh dari Rp. 500.000.000,00 (Ima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (aeputuh mlyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memi iki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

n.miah) sampai paling banyak Rp.50.000.000.000.00 (lina puluh milyar rupiah). 

7. Masyarakat Miskin Pro<luktif adalah ma;yarakat miskin yang melakukan kegialan 

usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

hidup sampai batas yang layak rnarnihkl pendapatan rendah secara ekonomis. 

mempunyai daya beli yang rendah. 

3 Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang selanjulnya disingkat OPRD adalah Dewan 

Porwok1lan Rakyat Oaerah Kebupeten Banyumas. 

4. Bupat, adatan Bupatl Banyumas. 

5 Plnjaman bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang 

dlkelola dan diperuntukan secara khusus. dalam Jangka waktu tertentu dimana 

uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali. 
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19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dismgl<at SKPO adalah instansi 
pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang 
bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dlStngl<at APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Banyunnas. 

18. Perangkal Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

17. Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Oaerah yang selaiiutnya 
disingkal PPK-BLUD adalah pota pengelolaan keuangan yang memberfkan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang 
sehat un1uk meningkatkan pelayanan kepada masyarekat dalam rangka 
memajukan kesejahtaraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

15 Ponghapusan adalah penghapusan pada pembukuan aias pinjaman dana bergulir 
kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraluran Oaerah inl 

16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnye disingkat BLUD adalah Saluan 
Kerja Perangkat Daer.ih atau unit kerja pada Satuan Kerja Per:mgkat Oaerah 
dillngkungan Pemerintah Oaerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau iasa yang d1jual dengan 
tanpa mengutamakan mencari keuntl.l'lgan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas 

14. Pongcmbalian adalah pengembalian pinjaman bergulir dalam angsuran dari 
masyarakar penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalul Bank Penyalur 
dan/atau Lembaga Keuangan Sadan Usaha M11ik Daerah yang d1tunJUk. 

13. Penyaluran adalah pcnyaluran dana plnjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah 
kepada pemohon yang memenuhi syarat melalui kerjasama Bank penyalur 
dan/atau melalul LEJTibaga Keuangan Sadan Usaha Mitik Daerah yang ditunjuk. 

11. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi 

produktif yang tergabung dalam sebuah wadah/organlsasl yang dibentuk atas 
kehendaK bersc111a oeml perkembangan usaha dan kelangsungan hidup 
anggotanya. 

12. Pembiayaan adalah penyediaan dana pinJaman bergulir oleh Pemerintah Daerah. 
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(2) Pengelolaan dana plnjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat \ 1) 

dilaksanakan dengan pola PPK-BLUD atau sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang Derlaku. 

Pasal7 
(1) Pengelolaan dana pinJaman bergulir dllaksanakan oleh perangkat daerah yang 

membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah. 

BABIV 
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN 

Paaal6 
Dalam hal program penyaluran dana pinjaman bergulir tidak diperllJ<an lag1 oleh 
masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menarik kembali semua dana p1njaman berguJir 
yang dlkelola oteh masyarakat dengan persetujuan DPRD. 

Pasal 5 
Anggaran sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 dlsesuaikan dengan kemampuen 

keuangan daerah. 

Paaal -4 

Pemblayaan dana pinjaman bergulir bersumber pada APBO 

BAB Ill 
PEMBIAYAAN 

Paaal 3 

Tujuan pemberian dana pinjaman bergulir adalah untuk meningkatkan pendapatan 
pelaku usaha mlkro dan usaha kecil. men~takan lapangan kerja, mengurangl 

pengangguran, dan menekan angka kemskinan di Daerah. 

Pasal2 
Maksud pembenan dana pmjarnan bergullr adalah untuk menlngkatkan pertumbUhan 
usana mlkro dan usana kecll di Daerah. 

BABII 
MAKSUD DAN TUJUAN 
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(2) Besaran jasa p,njaman dan penggunaan blaya operaslonal sebagaimana 

dirnai..sud pada ayat (1) diletapkan oleh Bupatl. 

Pa.al 11 
(1) Pemerinlah Oaerah dapat memungut jasa alas dana pinjaman bergulir sebacai 

biaya operasional. dengan ketentuan sebagai benkut 

a. paling tlnggi 6% (enam perseratus) per tanun dan pokok pinjaman bagl usaha 

rnkro; dan 

b. paling tinggi 12 % (duabelas perseratus) per tahun dari pokok pinjaman bagi 

usaha kecil. 

Pasal 10 
Besarnya pokok pinjaman dan persyaratan untuk memperoleh pinjarnan bergulir diatur 

lebih laniut oleh Bupatl. 

Pasal9 
(1) Dana pinjaman bergulir bagi pemohon usaha mikro diberkan dengan prcsedar 

mudah dan tanpa Jamlnan. 

(2) Dana pinjaman bergullr bagl pemohon usaha kecil diberikan dengan prosedur 

rnudah dan dapat disertai jamlnan. 

(3) Ketentuan mengenai Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 

lanjut oleh Bupatl. 

Pasal 8 
Penyaluran dana pinjaman bergullr dllakaanakan bekenasama dengan Bank 

Pemerintah dan/atau lembaga keuangan aaeen Usaha Mllik Daerah yang dltunJuk 

sebagal lembaga penyalur plnjaman dan penerima ,mg:;uran dengan membuka 

rekening khusus untuk pengelolaan dana pinjaman bergulir. 

BABV 

PENYALURAN PINJAMAN 

(3) Polaksanaan pola PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seauai dongan 

peraturan perundang-undanqan yang bertsku. 
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Pasal15 
( 1) Pinj1man bergulir dengan klasifikasi macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 turuf d depat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwa.an 

ulant melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika: 
a. paninjam beriktikad balk dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang 

akm dilaukan: 

c. Dlragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa piniaman 
sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut. tetapi belum 
melampaui 9 (sembilan) kall tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai 
dengan perjanjlan yang telah disepakati; 

d. Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak 

lebih darl 9 (sembllan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampau1 
12 (:luabelas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesual dengan 
perjanjlan yang telah dlsepakatl; 

e Bemasatah. yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan 1asa 
pinianan yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran 
pokd< dan jasa p1njaman sesuai dengan perjanjlan yang telah disepakati. 

b. Kurang lencar, yeltu apabila membeyar angsuren pokok don jase pinjaman telah 
melampaul tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar tetapl belum 
melampaul 3 (tiga) kall tldak membayar angsuran secara berturut-turut sesual 
dengan penanjtan yang telah disepakatl; 

Pasal 14 
Pengembalian pinjaman bergulir dlklaslflkaslkan menjadi : 
a. Lancer, yaltu apabila membeyar angsuran pokok den Jase pinjaman tepat waklu 

tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang tefah 
disepakali: 

Pasal 13 
Tata oara dan jangka waktu pengembalian dana plnjarnan bergulir diatur lebih lanjut 
oleh Bupati. 

Paaal 12 
Pengemba&an dana pinjeman bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdlri 
dari pokok angsuran ditambah Jasa pinjaman. 

BABVI 
PENGEMBALlAN PINJAMAN 
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Pas111e 
Pinjaman bergulir dengan klasifiJtasi barmasalah dapat dilakukan penghapusbukuan. 

dengan ayarat · 

a. pinjaman berrnasalah telah melampaul waktu 5 (fima) tahun: 

b. pemln]am benar-benar udak memil1lu usaha yang dapat d1andalkan untuk melunasi 

hutangnya; 

c. peminjam benar·benar dalam kondisi tidak mampu untuk melunasi hutangnya; 

d. peminjam gagal usaha ekibat bencana atau te~adi kerusuhan; atau 

a. pamlnjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung 

hutangnya. 

BAB VII 
PENGHAPUSAN PINJAMAN 

Paul 17 

Pinjaman dengan klasifikasi macet yang terjadi karena pemlnjam menlnggal dunia dan 

tldak ada ahli warls yang bersedla menanggung hutangnya, gaga! usana aklbat 

bencana alam atau terjadi kerusuhan, dapal dilakukan pemlndahbukuan da'am pos 
pinjaman bermasalah t:mpa proses pomuiihan pinJaman sebagaimano dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1). 

Pasal 16 
Pinjaman bergulir dengan klasifikasi macet yang telah dilakukan pemullhan pinJaman 

sebagaimana dimaJ(sud dalam Pasai 15 ayat (1) tetapl lldaK terpul hkan, dkelompckan 

dalam aktlva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah. 

c. peminjam benar-benar masih mempunyai kemarmuan umuk melunasi 

pln]amannya. 

(2) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang at.as beban p1n1aman sebagarmana 

dimaksud pada ayat (1), tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang 

beium Jatuh tempo dapat dlhapus. 

b. usaha yang dllakukan peminjam masih bel)alan dan mempunyai prospek 
usaha baik; 
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Pasal22 

(1) Perall:lkal Daerah yang melaksanakan urusan usaha mikro dan usaha keci 

melakukan pernbinaan atas pemanfaatan dana pinjaman bergulir. 

BABIX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal21 

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum perdata dan/atau hukum pidana dalam 

peiaksanaan program dana pinjaman bergulir dilakukan upaya hukum sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kedua 

Sanksi Hukum 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian donda dan upaya penagihan diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 20 
(1) Setiap kotorlambatan pombayaran ongsuran plnjaman bergulir dikenakan sanksi 

adminlstratif berupa denda paling tinggi 2% (dua per seratus) se1iap buian dari 

pokok angsuran yang harus dibayar. 

(2) Peminjam dengan klasifikasi pengembaiian kurang tancar dan diragukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dikenaka'l denda 

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan upaya penagihan. 

Bagian Kesatu 
Sanksl Admlnlstrasi 

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI HUKUM 

Pasal 19 

(1) Pinjaman bergulir dengan ktaslflkasi bermasalah yang Lelah dihapus dari 

pembukuan sebagaimono dimoksud dolam Pasol 18 huruf a, huruf b, don huruf c, 

tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan. 

(2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupeti. 
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Paaal ~ 
Peraturan Daerah inl mulal berlaku pad a tanggal dlundangkan. 

Agar setiap orang mengetahulnya, rnememtahkan pengundangan Peraturan Daerah inl 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal23 
Pengelolaan dana pmjaman bergullr yang ditaksanakan sebelum ber1akunya Peraturan 
Daerah lnl dlnyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 

dalam Poraturon Daerah lnl. 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

(2) Bank Pemerintah dan/atau lembaga keuangan Sadan Usaha Milic Daerah yang 

ditunJuk sebagai penyalur pinjaman dan penerima angsuran membuat laporan 
bulanan kepada Perangkat Daerah pengelolaan dana pinjaman bergullr sebagal 
bahan pengawasan. 
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Sejalan dengan program pembangunan Da~r::ih yang rnencokup seluruh 

::i~p':lk kehidupan rnasyarakat, diselenggarakan bersama antara Pemenntah 

Daerah dengan masyarakat. sehingga keterlibalan masyarakat dalam 
pembangunan bukan hanya sebaga1 obyek saja melainkan melibatkan langsung 
agar masyarakat dapa: bertlndak sebagal subyek di dalam program 
pembangunan. 

Mcskipun para pelaku Usal'a Mikro, Kecll, dan Menengah (UMKIV) dan 

pelaku usaha dari kalangan rnasyarakat miskin produkbf dalam menjalankan 

usahanya masih menghadapi berbagai rracam hambatan dan kendala namun 
pada kenyataanya mereka adalah para pelaku usaha ekonomi }'ang sangat kokoh, 
pantang menyera'l dan cukup besar peran sertanya sebaga, satah satu bag,an 
dan pilar pertumbuhan perekonomian secara nasional. 

Untuk mendorong mcningkatnya pc"tumbuhan pcrckonomian bag pc.aku 

Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah (UMKM) serta mendorong meningka:nya 

pertumbuhan perekonornlan masyarakat miskin prcduk:if. agar dapat menciptakan 
lapangan kena baru dan mereka, 1umtah angka kemiskman. maxa Pemenntah 
Daerah yang sejak tahun 2002 telah menyalur1<an program dana plnjaman bergullr 
kepada masyarakat perlu secara berkesinambungan melakukan i;engembargan 

program pemberdayaan dalam bidang pcmbiayaan yang dialokasikan scnap tahun 

anggaran melalui APBD. 
Peraturan Daerah lni dibual dengan maksud lebih memberdayakan para 

petaku UMKM dan para pelakJ usaha can kalangan masyarakat rmskm prOduk:if. 
sekallgus sebagal pedoman pelaksanaar pengelQlaan dana pinjaman bergu5r 

I. PENJELASAN UMUM 

KABUPATEN 8ANYUMAS 

PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR 

TENT ANG 

ATAS 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR [l{ TAHUN 2009 

PENJELASAN 
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Pasal 19 : 

Cui<up jelas 

Pasal20: 

ayat (1) 

..... 

• •11 •' 
. -· 

I 

Cukup Jelas . 

Pasc:1110 . 

Cukup jelas. 

Pasal 11 : 

Cuk1,p Jelas 

Pasal 12: 

Cukup [e as. 

Pasal 13 : 

Cukup jelas. 

Pasal 14 : 

Cukup Jelas. 

Posa! 15 : 

Cukup Jelas. 

Pasal 16 · 

Cu(up jelas. 

Pasal 17 : 

Cukup [etas, 

Pasal 18 

13



Cukupjelas 

Cukup [elas, 

Pasa1 24 : 

Cukup Jelas. 

Pasal 23 : 

Pasal22: 

Cukup jelas. 

Cukup jel;:is 

Pasal21 : 

ayat (3) 

Yang dtmaksuo dengan ucaya penapman aoatan pelaksanaan penaclhar 
oteh petuqas pengelola dana plnjaman berguilr ba K langsung maupun tfdak 
langsu,g, baik secara lisan maupun tertulis. 

ayat (2) 
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